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KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat
diselesaikan.

Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memberikan
gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan
keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
program yang ada.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran dari
perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini masih
terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan,
saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan
penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga perubahan Rencana Strategi ini dapat bermanfaat sebagai

acuan dalam pengembangan dan peréncanaan program pembangunan pada

tahun-tahun mendatang.

Drs. ASEP GUMILAR, M.Si
NIP. 19630304 199203 1 011
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah
suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka

waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatankerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing
daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap
rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana
perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2)

RenjaPerangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi




setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan
penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap
tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis
dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena
penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun
dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Sukatani
Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023.




Perubahan Renstra Kecamatan Sukatani Tahun 2018-2023

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan

Sukatani Tahun 2021, 2022, dan 2023.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Perubahan

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani, adalah sebagai berikut:

1.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2852 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi.




Perubahan Renstra Kecamatan Sukatani Tahun 2018-2023

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan

Sukatani Tahun 2021, 2022, dan 2023.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Perubahan

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani, adalah sebagai berikut:

1.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2852 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi.




dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu :

1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu

disesuaikan.

1.3 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta yang merupakan susunan garis besar isi
dokumen Renstra adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang.
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN KECAMATAN SUKATANI
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi




3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah, vang terkait dengan tugas dan fungsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



21,

BAB II

GAMBARAN UMUM

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Fungsi

1.

Camat

Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;

memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan umum;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi
di kecamatan

mengoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi,
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelavanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten vang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;




k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas
bawahan;
. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Camat,
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati
dan/atau peraturan perundang-undangan,
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.
Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan
dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan
administrasi umum kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan;

b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi
administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana Kkerja,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
kecamatan;

e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;




k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas
bawahan;
. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Camat,
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati
dan/atau peraturan perundang-undangan,
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.
Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan
dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan
administrasi umum kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan;

b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi
administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
kecamatan;

e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;




n.

3.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

Jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen

perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan

keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi

penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan

Pelaporan mempunyai perincian tugas:

a.

menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan:
melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat
penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;

menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di
lingkup Kecamatan;

membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan

pembayaran gaji;
10




- mengoordinasikan  pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;

. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disaetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji
dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai
oleh APBD di lingkup kecamatan;

- menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan
kecamatan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi
pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan
APBD di lingkup kecamatan;

menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir
tahun;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan
satuan/unit kerja lain yang terkait;

mengatur administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup

Kecamatan;

11




Kenumasan aan aoKumentasl, Kepegawalan, periengkapan, perbekalan,
keperluan tulis, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah
dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat, dan keprotokolan kecamatan,

c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai perincian tugas :
12



rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada
unit organisasi lingkup kecamatan;

mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
vang berada dalam penguasaan kecamatan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup
Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data
pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/
keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan
izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan
memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka
kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/ teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang
berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai
sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan  pegawai dan  pembinaan  hukum serta
ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;

menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas

kecamatan;

13




h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler
kecamatan;

1. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;

J. melaksanakan pemeliharaan  kebersihan, ketertiban, dan
keamanan kantor;

k. mengelola administrasi gaji pegawai;

. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian
dan umum kepada atasan;

m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Kasi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta
melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
di tingkat kecamatan;
b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
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C. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan,
pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan,
kelurahan dan/atau desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat
daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
desa dan/atau kelurahan;

¢. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah
satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada
tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi,
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau
kelurahan;

e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan
pertanahan lingkup kecamatan;

f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

15



g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum,
pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau
peraturan desa,

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
desa dan/atau kelurahan;

j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada
camat;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Tata Pemerintahan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Kasi Ketertiban dan Keamanan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

guna mewujudkan rSketentraman dan ketertiban umum, kesatuan

bangsa, serta perlindungan masyarakat;
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pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan
daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan
lain;

pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan
evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan
masyarakat di wilayah kecamatan;

pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintah desa dan/atau kelurahan;

penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan:
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai perincian tugas :

a.

menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi,
supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan
ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-
upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan

upaya-upaya guna mewujudkan Kketentraman dan ketertiban
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umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di
wilayah kecamatan;

menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Kkesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-
undangan lain di wilayah kecamatan:

melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta
memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat,
suku, agama, ras, dan antargolongan;

merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam,
kerusuhan sosial, dan konflik etnis;

melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu
mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan:

mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya;
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m. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

kepada Camat.

7. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di
wilayah kecamatan;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana,
serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan
hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan
di wilayah kecamatan;

€. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan /atau kelurahan;

f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
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E.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai perincian tugas :

a.

menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang
diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau

kelurahan;

. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi,

dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)

dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial
dan fasilitas umum;

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program
pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-
lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat
desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi,

perkreditan maupun usaha produksi;
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h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan
potensi ekonomi daerah;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang
berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di
wilayah kecamatan;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada

Camat.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, vang
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di
wilayah kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
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a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis
swadaya masyarakat;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau
kelurahan;

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pencegahan dan penanggulangan bencana;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta
pencegahan dan penanggulangan bencana:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai
perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi
pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan.

keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan

olah raga;




. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan
evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

.memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau
kelurahan;

. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

pencegahan serta penanggulangan bencana;

. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

pencegahan dan penanggulangan bencana;

. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

.memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang

berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan



9. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masvarakat
dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan desa;
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. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan
evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan
desa berbasis swadaya masyarakat;

. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum
dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain
guna pemberdayaan masyarakat dan desa;

.memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang

berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi,

dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

]. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

kepada Camat.
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2.1.2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SUKATANI

CAMAT
SEKRETARIS
CAMAT
l
KELOMPOK | ]

JABATAN KASUBAG KEUANGAN, KASUBAG

FUNGSIONAL PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
PELAPORAN DAN UMUM
! [ [ |

KASI TATA KASI KAS| KASI KASI PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN MASYARAKAT DESA
DAN KETERTIBAN SOSIAL PEMBANGUNAN

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1.Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Sukatani Kabupaten

Purwakarta hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak orang

dengan rincian sebagai berikut :

pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai

No Uraian Laki-Laki I Perempuan Total ]
1 | Jumlah Pegawai ;
| PNS | 21 j 5 | 26 |
2 | Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: -
Golongan IV 2 2 |
Golongan II1 7 3 10 ‘
| Golongan II 11 2 13
Golongan | 1 l 1 |
Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejanganﬁ;
3 | Terakhir : '
Diklatpim III \
Diklatpim IV { |
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Tabel 2.2

Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

No | Uraian | Laki-Laki Perempuiui Total ]
1 | Jumlah _pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
~ | Stratall 3 -
| Stratal 3 1
| Diploma 2 -
' SMA 13 3 16
SMP | - 1

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Sukatani

Kabupaten Purwakarta, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember

2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi Sekarang
No Jenis Banyak Baik Kurang Rusak
Baik

1 | Tanah 2.600 M2 v

2 | Gedung Kantor 500 M2 v

3 | Pendopo 100 M2 v

4 | Rumah Dinas 44 M2 v

5 | Gapura Batas 41.187 M2 v

6 | Tempat Ibadah 96.490 M2 v

7 | Kendaraan Roda 4 v

8 | Kendaraan Roda 2 5 v

9 | Kompos Gas 1 v

10 | Tabung Gas 1 v

11 | Dispenser 1 v

12 | Kursi Tamu 1 v

13 | Mesin Cuci 1 v

14 | P.C Unit 5 v J
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223 Kondisi Wilayah

Kecamatan Sukatani mempunyai luas 7.996 Ha, terdirin darn tanah darat 4.438 Ha, tanah
sawah 3,558 Ha = Batas -batas wilayah Kecamatan Sukatani .

e Sebelah Utara - Berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur

o Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kecamatan Pondok Salam

» Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Darangdan dan Plered
e Sebelah Timur ' Berbatasan dengan Kecamatan Sukasari

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tebel berikut :

Tabel 2.4
Wilayah Desa di Kecamatan Sukatani

No Nama Desa Luas ( Ha)
1 | Sukatani 653
(2 | Maahgnengm 153
3 | Cilalawi 146
4 | Sukamaju 446
5 | Cipicung 540
6 | Cianting Utara 228
7 | Cianting 660
8 | Pasimunjul 433
9 | Cibodas 232
10 | Cijantung 410
11 | Tajursundang 808
12 | Sukajaya 580
13 | Panyindangan 1.853
14 | Sindanglaya 858
Jumilah 7.996

Kecamatan Sukatani terdiri dari 14 Desa , 33 Dusun, 78 Rukun Warga dan 251 Rukun Tetangga



Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat kecamatan Sukatani
adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan
perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung
kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan.
Sebagian besar masyarakat kecamatan Sukatani hidup dari mata
pencaharian di sektor pertanian dan perindrustrian serta sebagian
besar masyarakat memeluk agama islam.

Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Sukatani cukup
memadai sehingga sangat mendukung kearah kegiatan ekonomi
masyarakat. Dengan dibukanya jalur sebelah barat yang ada pada saat
ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya dibagian barat
kecamatan Sukatani Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada
kondisi baik dan didukung dengan alat tranportasi, baik kendaraan
roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana
tersebut diatas juga didukung dengan sarana telekomunikasi telepon
berupa wartel dan media komunikasi yang lainnya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan
pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor

lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan pada Kecamatan Sukatani  Kabupaten

Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukatani
berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sukatani Tahun 2013-

2018, sebagaimana disajikan pada table 2.4. yaitu sebagai berikut:




Table 2.4
capaian Kinerja Kecamatan Sukatani 2013-2018
Kabupaten Purwakarta Lampiran :

Indikator Kinerja |

Sesuai Tugas dan
Fungi

Target | Target
SPM | IKK

Target Renstra Tahun

Realisas: Renstra Tahun

Target |
Indikator |
Lainnya

2014

[
2015‘ 2016 | 2017

2014

2015

2016
|

2017 |

2018

Rasio Capaian Renstra Tahun

2015

2016 | 2017

2018

2

| 3 4

5

7 |

11

12

3 | 14

17

18 19

20

Jumlah
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Tingkat
Desa/Kelurahan
Pengaduan

100

8 9
18 38 | 48
|

100 100 100

100

100

48

48 | 48

& o

48 48




Indikator yang tertuang dalam tabel 2 4 itu merupakan indikator
utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan
Sukatani dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sehagaimana
tersebut di atas (tabel 2 4), diakomodir dalam pendanaan yang
bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Adapun pengelolaan

pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2 5 yaitu sebagal benkut |

n




Table 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Lampiran :

Anggaran Pada Tahun Ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

Penyelengga
raan
Pemerintah
an Berbasis
Kewilayaha
n

284.835.000

509.452.000

855.220.000

819.820.000

250.684.750

455,837,450

671.033.000

307,430,000

2015 2016 2017 | 2018 |

a7

78

52

32
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2.4.1.

Tantangan dan Peluang Kecamatan
Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulang /

dirath / dilakukan Tantangan Kecamatan Sukatani dalam kurun

waktu lima tahun ke depan adalah

1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah,

2)

3)

4)

menuntutl kualitas sumber daya manumsia aparatur Kecamatan
dan Desa dan sistem penyelenggaraan pemenntahan yang baik,
schingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Penyelenggaraan pemenntahan yang baik, bersih, dan akuntabel,
menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan
pelaporan vang berkualitas

Penyelenggaraan  pemenntahan yang berbasis elektronik (e
government), menuntut  kemampuan aparatur pemenntah
kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi
pemaniaatan teknolog dan informasi

Banyaknva mmplementasi kebyjakan mengenai  pendelegasian

sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak,

vang membenkan kemungkinan bagl terlaksananya suatu kegiatan

dalam usaha mencapai tujuan Salah satu aspek dan peluang dalam

hal ini yang dilakukan oleh Kecamatan Sukatani, yaitu

Kecamatan Sukatani  berwenang melaksanakan  proses
perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan
program dan kegatan untuk organisasinya

Kecamatan Sukatam dilengkapt dengan perangkat komputerisasi
vang terhubung dengan internet yang sebagan ASN telah
menguasal teknolog: tersebut

Kecamatan Sukatan: berwenang melaksanakan koordinasi
dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatanm berwenang melaksanakan pelayanan
masvarakat berupa rekomendas: perijinan.




BAB 11
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKATANI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan
masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat

kompleks diantaranya adalah :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sukatani belum bisa
mengakomodir semua kekurangan yang ada ;

2. Fasilitasi penunjang seperti paralatan kantor yaitu Komputer, Meublair, dan
peralatan lainnya masih kurang;

3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di

kecamatan Sukatani masih terbatas:

A F o i —l i L. SORCPRERREIR, | A



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdas
Pada Kecamatan Sukatani Ka

Capaian/ Standart
—_—
J AopeicKajan Kondisi saat ini i fternal
digunakan (Kewenangan SKPD)
Tamial —Sarana | Sarana Prasmrara vang | S0p | o
dan Prasarana | ada saat ini belum cukup | K an 1.Eksi i dan legalitas lembaga
Penunjang | memadal untuk Sukatani Kecamatan didukung Peraturan
| optimalisasi penunjang Perundang-undangan
| pelaksanaan tugas 2.Adanya motivasi kerja Pegawai
kedinasan Kecamatan Sukatani yang tinggi
[ Jumlah Aparatur | Dengan Sumber Daya
yg memadai | Manusia relatif cukup
unggi tetapi masih perlu Kelemahan
Peningkatan keahlian
| (Skill) sehingga SDM yang I Kualitas dan kuantitas Sumber Daya
ada mampu Aparatur yang masih kurang
Melaksanakan tugas dibandingkan dengan luas  dan
I kedinasan dengan lebih banyaknya beban kerja pengawasan
| baik 21 Terbatasnya sarana dan prasarana
. : S0P penunjang pengawasarn
s xﬁ;mﬂﬁ Kecamatan 3 Dukungan anggaran belum mencukupi
| belum cukup untuk Sukatani

| kepada masyarakat dan

| kelancaran pelaksanaan

[ J
) i opumalisasi pelayanan
I | tugas

Faktor yang mempengaruhi

Eksternal

| Peluang

arkan Tugas dan Fungsi
bupaten Purwakarta

[diluar Kewengan SKPD)

1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan
kinerja pemerintah

2. Adanya dukungan dari atasan
langsung.

Ancaman
1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah

masih kurang memadai.

2. Sistem Pengendalian Intern /
Pengawasan melekat belum berjalan
sebagaimana mestinya

Permasalahan Pelayanan SKPL
1. Masih kurangnva sarana

prasarana pendukung
pengawasan

2. Masih kurangnya dukungan
anggaran




1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Sukatani memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan
dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan,
diperoleh gambaran sebagai berikut :

Visi : “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”
Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi
Mewujudkan “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” adalah:

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal vang
Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggalan Pendidikan,
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi yang
Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat

2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang vyang
Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu maupun Hilir
Serta Unsur Tanh, Air, Udara dan Matahari

3. Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang berorientasi
Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi

Kemakmuran Rakyat.

3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.1.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun
2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi
pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategiswilayahnya
maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan

mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan

industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan
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sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan

wilayah kabupaten;

c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan
pertanian dan industri;

d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara
berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta
bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;

e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna
mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan
resiko bencana dan efek pemanasan global; dan

f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

3.1.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui
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mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan
melaksanakan identifikasi ~dan  perumusan isupembangunan
berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan,
rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan,
rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan
dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan /atau
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan
program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun
2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan
dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian

target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan.

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sejalan
dengan Tupoksi Kecamatan Sukatani dapat dikategorikan dalam
uraian-uraian dibawah ini:
1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan  sebagian
kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan
untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah

kecamatan,
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mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan
melaksanakan identifikasi ~dan  perumusan isupembangunan
berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan,
rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan,
rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan
dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan /atau
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan
program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun
2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan
keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan
dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian

target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan.

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sejalan
dengan Tupoksi Kecamatan Sukatani dapat dikategorikan dalam
uraian-uraian dibawah ini:
1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan  sebagian
kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan
untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah

kecamatan;
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

rumusan Visi

dan Misi,

Rencana Pembangunan

dan mengacu

2023,

serta

Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 maka

tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukatani 5 (luna)

tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sasaran

I Men_ihzk_atn
ya Kinerja
dan
Pelayanan
Publik

Kecamatan

Terpenuhin
ya
Dukungan

Manajemen

Indikator
Tujuan /Sas

aran

| Nilai Indeks

Kepuasan
masyarakat
terhadap
Pelayanan
Masyarakat

'ﬁngkat
Pemenuhan
Dukungan
Manajemen

Perkantoran

Rumus

Nilai
Indeks
Kepuasan
masyaraka
t terhadap
Pelayanan
Masyaraka
t

1 Rata Rata

Nilai
Indeks
Target
Indikator

Program
Pada

Sasaran

-

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Kondisi Awal

2017

89

85% 86%

Target Kinerja Tujuwan /Sasaran Pada
Tahun Ke

[ 2018 ! 2019 | 2020 i 2021

92 92 | 92

100 |

| 2022 | 2023
T
93 93
100 | 100




Strategi merupakan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijkan dan program pembangunan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten
Purwakarta dengan mempertimbangkan semau potensi, peluang , kendala dan ancaman

yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Sukatani ,Selanjutnya kebijakan tersebut

dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ,maka Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Sukatani tahun 2018-2023 sesuai dengan Misi Kabupaten Purwakarta

disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan ,Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Mewujudkan Purwakarata Berkarakter

Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Akuntabel dan Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan Tata | Meningkatan Meningkatkan Peningkatan

Kelola Panataan Pembinaan dan Pembinaan dan

Pemerintahan Kelembagaan dan | Pengawasan Pelayanan

yang Baik dan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan | Administrasi

Efektif Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan di
yang Efektif dan Berbasis Tingkat Kelurahan
Efesien Kewilayahan dan Desa
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang
dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukatani
Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023. Renstra SKPD Kecamatan Sukatani ini

disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.




7.01 Kecamatan | | i I Kecama
| | 470.619. 466.970. 4.242.536 4.464 387 4.697.800 14.342.312 ; tan
J ‘ l 000 ] 899 | 079 798 .218 | Sukatam
4.01.4.01 10.01 | Program Teraedianya | Perae 100 | 100 100 L0 . B e wmat
Pelayanan | Pendukung n 216.435. 216,435 45 | wn 1
Adroiniaw || Ad asi | 457 | [ ‘ 7 | Sukatani
] Perkantoran | [ |
Perkantora | ! ; '
L T —
1 100 Hecamat
3.01.4.01.10.02 | Program Tersechanya Perse | 100 | 100 | 100 | 158 458,56 | an |
Perungkata Sarana dan n 159.4598. - - -
n Sarana Prasarana 985 |
dan Aparatur |
Prasarana i
Aparatur
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14014011006 l Program | | Tersedianya 100 | 100 | 100 Kecama
B poran 8.815.00 - i .
. o B.815.000 | an
| Pengemban | dan Keuangan I
| gan Sistem Secara Tepat dan | | |
| Capaian | |
| Kinena dan | |
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Dulc ; m‘ﬁ - | 39247000  an |
| e, 0 | Suks=m
1
Perkantora
kX 4
|3 Persentase o9, | 43, 100 100 | Kecamat |
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7.0 T a Z -
1.02 mﬂ gupmnkﬂwl Kateg Baik Baik Baik Baik | I Kecamat
"NyElenge rva hpamen. | o0 . - 53.771.62 56.583.77 59.543.10 | 165.898.3% | an |
Araan Maayarakat o 0 a | o | Bulcstars |
Pemerintah |
an dan |
Pelayanan
| Pubitk | | |
7.01.03 Persentase % - - - 80 == 80 80 | 80 [ | Kmms:-|
Pemberdayaan . - 14.892.58 15.671.46 16.491.07 47.056.121 | an
Masyarakat yang 0 2 9 Sukatani
laksanakan
|| |
Persentase % - - - - B0 B0 BO 80 | | Hecamat
| Penanganan - 15.000.00 15,750.00 16.300.00 47.250.000 | an
| Ketentraman dan [e] o o Sukatan
Keteruban
Umum yang |
| | Dulaksanakan
[T Perscntase % - - . BO BO B0 BO | Kecamat
| Penvelenggaraan - - 75.000.00 78.922.50 B3.050.14 23697264 | an
| ! Pemenntahan o 4] T | 7 | Sukatmr
|| Umum yang | |
| | Dilaksanakan | | |
- t 5l 51 Kecamat |
7.01.06 Program | Persentase o 51 51 |
3054 62.411.59 65.675.72 187.397.01 | an
| Pembinaan | Pembinaan dan 593096? a 1 2 | Sukatani |
dan | Pengawasan yang
Pengawasa | ithhksamknn . |
I n
Pemenintah { |
an Desa |
(e S
1

46




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir
periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan
gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program
(outcomes) dan kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi
vang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target Kkinerja
dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir
pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian
kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara
langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific,
measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve
(SMART-(). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi Kecamatan Jatiluhur. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra
dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja vang akan dicapai OPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah vang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Perangkat Daerah

: T I o - .
iPadaAwantrmde Target Capaian Setiap Tahun Kondiss Kinerja
Indikator | RPJMD Akhir Periode RPJ
2018 2019 ] 2020 2021 2022 2023
1
92 % 100 % 92 % 92 % l| 93% 93 % 93 %
| ] |
| |
86 % 100 % 100% | 100% | 100% | 100% 100 %
| |
| r J




Indikator Kinerja Perangkat Daerah vang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.2

Perangkat Daerah

- Target Capaian Setiap Tahun = bE e N
. Kondisi Kinerja Pada
| NO | Indikator - "
I | 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode RPJMD
|1 | Capaian Hasil Survey Kepuasan | _ g . - :
Il | Masvarakat - fl = Baik Baik Baik Baik
2 Persentase Pemberdayaan [ 80
_ Masyarakat yang Dilaksanakan | > 3 s o 0
3 | Capaian Hasil Survey Kepuasan | [ ) i y
!_ g e - | - Baik . Baik Baik Baik
| 4 | Persentase Pemberdavaan | |
| Masvarakat yang Dilaksanakan | - | ) 100 | 100 190 ea
| 5 Persentase Penanganan | | |
| Ketentraman dan Ketertiban | - - 100 100 100 100
' | Umum yang Dilaksanakan |
6 Persentase Penvelenggaraan
Pemenntahan Umum yang 100 100 100 100
| Dilaksanakan
7 | Persentase Pembinaan dan
; s e Dilakamnii 100 100 100 100
8 Frekuens
| | Pembinaan / Pengawasan
| Penyelenggaraan Pelayanan 51 51 - - £
| Pemenntahan Tingkat
| Desa /Kelurahan !
) Persentase Perencanaan, |
| | Pemb dan Ketersedi 100 100 100 100 100 100
| Data Kinerja Kecamatan |




BAB VIII
PENUTUP

Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi
pedomam dan penyusunan program kerja tahunan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023). Diharapkan perubahan
renstra mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang untuk

meningkatkan pelayanan publik secara prima di Kecamatan

Sukatani.

Visi Mewujudkan Masyarakat yang Memadai, Berbudaya dan
Berkualitas. Diharapkan mampu menghadapi berbagai isu-isu
strategis Kecamatan Jatiluhur yang terkategorikan pada tipologi
daerah industri dan isu-isu strategis lainnya. Begitu juga beberapa
rumusan kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa dapat
menjadi solusi kongkrit dalam menghadapi berbagai permasalahan di

Kecamatan Sukatani.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana setrategis (Renstra)
Kecamatan Sukatani untuk periode 2018-2023. Harapan besar
dokumen ini mampu menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar
pelayanan Kecamatan Sukatani kedepannya mampu menciptakan
pelayanan, Pembangunan yang memuaskan bagi masyarakat dan

Pemberdayaan pada masyarakat.
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